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IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT NO. 

07 TAHUN 2012 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGA W Al NEGERI SIPIL 

Studi Pada Inspektorat Kabupaten Langkat 

ABSTRAK 

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat berkaitan dengan 
kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup 
minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan 
penyelesaiannya. Aparatur Pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya 
tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalank:an tugas 
pokoknya tersebut. 

Untuk itulah,beberapa pimpinan daerah yang memiliki kewenangan 
tertinggi dalam pemerintahannya menyadari betapa masalah ini harus dicarikan 
solusi yang elegan dan tuntas. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai 
diluar gaji tetap yang mereka terima setiap bulannya merupakan salah satu upaya 
mendekatkan tingkat penghasilan PNS dengan pemenuhan standar hidup minimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati 
Langkat Nomor 07 Tahun 20 12 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat. Sampel diambil 
secara purposive sampling, yaitu mereka yang secara langsung berkaitan dan 
terlibat dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 20 12 Tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lnspektorat Pemerintah 
Kabupaten Langkat sebanyak 31 orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
dan menggunakan tabel tunggal. 

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Bupati Langkat 
Nomor 07 Tahun 20 12 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat dilihat dari input, proses, output 
dan outcomes secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari 
masing-masing variabel kegiatan kebijakan menunjukkan adanya perbedaan 
dalam keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 
20 12 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat 
Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut. Tidak ada masalah yang signifikan yang 
dihadapi dalam tahap realisasi karena kegiatan ini bersifat administratif. Faktor­
faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 
07 Tahun 20 12 Tentang Tambahan Penghasilan di Kabupaten Langkat adalah 
faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan terbatasnya anggaran yang tersedia 
dengan banyaknya dan luasnya wilayah pedesaan yang harus mendapat dana 
terse but. 

Disarankan Penentuan besamya tambahan penghasilan bagi pegawai harus 
lebih disesuaikan dengan kinerja yang dihasilkan dan Besamya Tambahan 
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten 
Langkat disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi I inflasi yang terjadi 
setiap tahunnya. 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Pegawai Negeri Sipil 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Era refonnasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan 

perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut 

bekerja lebih profesional, bennoral, bersih dan beretika dalam mendukung 

refonnasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan 

pembangunan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik PNS Pusat maupun PNS Daerah 

merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan, disamping pilar kelembagaan ( organisasi) dan ketatalaksanaan 

(mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, PNS atau birokrat sesungguhnya 

menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan. 

Adanya birokrasi yang cenderung gemuk lambat dan berbelit-belit, suka 

memperlambat orang dan membuat persoalan mudah menjadi sulit jelas akan 

menjadikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi titik berkualitas 

( Tjokroamidjojo, 2003). Disamping itu kinerja birokrasi bahwa para pembuat 

kebijakan dipusatlah yang menentukan arah dan tujuan kebijakan, realitas yang 

ada menunjukkan bahwa para birokrat garda depanlah yang sesungguhnya 

"menentukan" tujuan program melalui penafsiran mereka akan tujuan program 

ketika memberikan penjelasan kepada kelompok sasaran di 

lapangan.(Mah,2008),(Scole, 1995),(Snider and Rendon,2008).Pandangan teoritis 

tentang birokrasi ( dari Journal of public procurement,2008). Jika terjadi 
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demikian, malca suka atau tidak, mau atau tidak PNS sebagai pilar utama 

penyelengaraan pemerintahan haruslah direformasi ( ditingkatkan kompetensinya 

dan dikelola atau di-manage sebaik mungkin). Bisa disebutkan bahwa PNS 

menjadi subjek sekaligus objek dalam reformasi birokrasi, sehingga sangat tepat 

apabila reformasi PNS disebut sebagai key leverage reformasi birokrasi. 

Akan tetapi potret PNS saat ini menunjukkan gambaran yang belum terlalu 

mengembirakan. Saat ini, PNS digambarkan mempunyai tingkat profesionalisme 

yang rendah, kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat 

realibility ( Kepercayaan), assurance (kepastian/Jaminan), tangibility (sarana dan 

prasarana yang menjadi alat banu dan pendukung bagi kelancaran dan 

keberhasilan aktivitas yang dilakukan), empathy dan responsiveness, tidak 

memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah sehingga tidak 

mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya, tingginya 

penyalahgunaan wewenang (KKN), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak 

terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai 

( Tangkilisan, 2003). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kinerja PNS dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Hal ini 

pulalah yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat/ publik kepada 

PNS selaku pelayan publik. Sesunguhnya, apa yang menjadi penyeb�b kondisi 

yang demikian ? Salah satu penyebab buruknya kinerja PNS dalam memberikan 

pelayanan publik adalah lemahnya manajemen PNS itu sendiri, yang dimulai 

sejak perencanaan sampai dengan pemberhentian PNS. 

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Langkat dan guna mengoptimalkan tugas-tugas 
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